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Mengingat

BUPATI PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

a.

TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan
Perangkat Nagari ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran
Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari
Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3898);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang ....



10.

11.

1.2,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02
Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan
Nagari,

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan
Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
09 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman;

13. Peraturan Daerah ....



13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun
Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN

PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut
APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan
oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditetapkan setiap tahun
dalam APBNagari.

BAB II
PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memperoleh penghasilan tetap

setiap bulan.

(2) Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan

dalam APBNagari yang bersumber dari ADN;

(3) Besaran penghasilan tetap Tahun Anggaran 2016 adalah :

a. Besaran Penghasilan tetap Wali Nagari, Rp. 3.146.000 (Tiga Juta
Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan;

b. Besaran Penghasilan tetap Sekretaris Nagari, Rp. 2.202.200 (Dua
Juta Dua Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) per bulan;

c. Besaran Penghasilan tetap Kepala Urusan, Rp. 1.887.600 (Satu
Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus
Rupiah) per bulan;

d. Besaran Penghasilan tetap Wali Korong, Rp. 1.730.300 (Satu Juta
Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) per bulan;

e. Besaran Penghasilan tetap Staf, Rp. 1.573.000 (Satu Juta Lima
Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulan.

BAB III



BAB III
KETENTUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Fehruari 2016

Pj. BUPATI PAD PARIAMAN,

Diundangkan di ParitMalintang
pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2016



